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Menimbang :

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Datam
Negeri Nomor 70 Tahun 2a21, tentang penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2a22,
serta untuk mencapai keterpaduan perencanaan
Pembanguna! yang bersinergi dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (satu tahunan) yang aspiratif dari seluruh
masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito
selatan tentang Pembentukan Tim penyusun peraturan
Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Barito Selatan tahun 2023-2O26;

1. undang-undang Nomor 27 Tehun 19sg tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;

2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZAA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah;

5. undang-undang Nomor 1z rahun zaor tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O2 5 ;6. undang-undang Nomor 26 Tahun zoCIT tentang penataan
Ruang;

7. Undang-Undang Neimor 1,4 Tahun 2009, tentang
Keterbukaan Informasi publik;

8. undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang perayanan
Publik;
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AAg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor i. Tahun 2011 tentang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman;

1 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011" tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor g Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kqjian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM];

L8. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5;

L9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evalusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2A2L tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2At7 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

Z2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2CI2} tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2A2O-2O2a;

23. Peraturan lVIenteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2Al7 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;



Menetapkan

KESATU

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangu.nan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapal Standar Pelayanan Minimal;

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2OL9
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005-2025;

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 20 1 5-2035;

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01"

Tahun 2Al7 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2A1,6-2421;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2OO6-2A26;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2Ol4 tentang Rencana Tata Ruang lMilayah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ala-2O34;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2Ql6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13
Tahun 2AL7 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
20t7-2022;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2OZA tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2
Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2A22;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2023-2026, sebagaimar.a tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Agenda Kerja Pen5rusunan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2023-2426;

Diktum KESATUKEDUA
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informa*i:
c. Meayiapkan Rancangan Ar*.al Rencana Pembangunan

ifaerah Kaburpaten Earit* $eiaiarr ?airr;.rr 2#23^2*2€,;
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Pembangunan Daerah l{abupaten Barit$ selatan Tahun
2023-2A26;
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D*era.h Eabr:pa-te-n Barito Selata* Tahun 2A23-2026;
r. kiengusulkan Peaetapan Rancangan Akhir Rencana

Perrbangunan Daerah Kabupaten tlanto Seiatan Tahu*
r'!nr-.r 

^r-\nr, 
*^--j^.s.: Da*a*rroas Ifa*ala fiqer*h **nl*ng
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Rencana Peml:angunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2023-2026 danlatau Peraturaa Bupati tentang
Rencana Pembangunan Daerair KabUpaien tsadi,(} seiataE
,Tr^L,'"^ r}l1af Q OflOA. r:lanlAlll'lrr Lval zvav, vwL

g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

I}aiam meiai<sanakan tugAsfiJra Tirrr sciragaiinaita dimaksiid
narila r{ilzr:rrn I{F'.SATII trerfnnssllrrs iarvah keoada BuOati
H*Ua utraLG.;i '--{: J-' -- I r

Barito Selatan.

Segaia biaya j/aIrts iiirrirui akiiia.i dikeluarkanniia keputusa::
ini{ibeba,nka,n paela DPA Bappeda Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2022.
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samnai densan tanssal 3L Desember 2A22.
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Pada tanggal *6: geixxl-,mi 2A22
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.a5l 13 / 2022
TANGGAL : t$ ;mnmr$. ZA22
TENTANG : PEMBENTUKAN TIIU PEIYYIISUN

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMBAITGUI{AIT DAERAII I{ABUPATEI{
BARITO SELATAN TAIIUN 20/29.2A26

1{O. ![AMA /JABA"AIT POKOK .IABATAIT DALAM

"IMI. TIM IITTI
1. Bupati Barito Selatan Pengarah I

2. Wakil Bupati Barito Selatan Pengarah II

3.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Penanggung

Jawab
+. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Barito Selatan
Ketua

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kaburraten Barito Selatan

Wakil Ketua

6. Sekretaris Badan
Kabupaten Barito

Perencanaan Pembangunan Daerah
Selatan

Sekretaris

7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Selatan

Anggota

8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan

Anggota

9. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan

Anggota

10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Selatan

Anggota

11. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

Anggota

12. Kepala Bidaag Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan
Pemerintahan Bappeda Kabupatea Barito Selatan

Anggota

13. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Banneda Kabuoaten Barito Selatan

Anggota

14. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bappeda Kabupaten Barito Selatan

Anggota

u. SEKRETARIAT

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan
Program dan Pengendaliaa Bappeda Kabupaten Barito
Selatan

Ketua

2. Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan

Anggota

3. Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten
Barito Selatan

Anggota

4. ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP.,M.h.P I Perencana pada
Bappeda Kabupaten Barito Selatan

Anggota

5. PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M f Perencana
pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan

Anggota

6. KUSMIATIE, SH
Barito Selatan

/ Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Anggota

7. YANA TARIBNI, A.Md / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten
Barita Selatan

Anggota
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Barito Selatan
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WIWIK MEYIIAYATT, SE I Pelaksana Pada hlappeda Anggota
l{ ^k,.^^ +^- I)., *:+^ Q-1^+^-ra*uuElvra j:-ruilLV uulft Eti

SUGIANTO, Sfrt / Pelaks'ana I'ada Bappeda Kabupaten Anggota
I fSarito Selatan I I_____i
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i i Kabuoaten Barito Selatan

Anggaia
i i Kabuoaten Barito Selatan--
I 15. I IAHRI! RAHMAN / Pelaksana Pada Bappeda Katrupaten
I I lJarlto tietatan

Anggota

', 11 itl.ttnrnThrrtrrfiTrnar A\E-l , n^i^l-^^-^D^-!^n^..*^l^ i n-^**^L- I

i .r. ir\rl{uI\rrrl.rrr}vvs,irrrl.lvlu/ ruriara.siarri{r.aLfirrrJialJlrcua( i fultiEtlrti{ 
i

: i Kabupaten Barito Selatan i i'i 12. i ruenT anf, A.nta 7 netatsana Ptd" Bappeda I{abupaG;- i- - enggota -iI i , t - -lr----- -----r*----- i"da-..-.-l

;" ,r=ffi7iliak$d-ihdanapr;i{ ilr-" +- Anssota --i
il -ii


